BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka

dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya yaitu :

1.

Pertimbangan Yuridis dari PN Surabaya No.14.Pdt.G/2013/PN.SBY
didasarkan pada Putusan Nomor: 482/Pdt.G/1990/PN.Shy, tanggal 31
Oktober 1990, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu
didasarkan pula pada Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. kemudian, Putusan Majelis Hakim PT Surabaya Nomor
316/PDT/2014/PT SBY, tanggal 16 September 2014, yang membatalkan
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 September 2013 Nomor
14/Pdt.G/2013/PN Sby, didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa
terhadap Putusan Verstek Nomor 482/Pdt.G/1990/PN.Sby, tersebut, Nyoto
Hadi (Tergugat IV/Turut Terbanding 1) telah mengajukan gugatan
perlawanan terhadap Frans Hadipurbojo (ayah Para Penggugat/ Terbanding)
di mana telah diputus dengan Akta Perdamaian tanggal 10 Juni 1991, Nomor
618/Pdt.PIw/1990/PN.Sby, sehingga perkara dianggap telah selesai.
Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung No. 2105 K/Pdt/2015 dihasilkan dengan
berdasar pada aspek yuridis bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak
salah dalam menerapkan hukum karena sesuai dengan Akta Perdamaian

Nomor 618/Pdt.PIw/1990/PN Sby.
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Akibat hukum yang ditimbulkan adalah tidak berlakunya Putusan Verstek
No. 482/Pdt.G/1990/PN Shy, yang amarnya terkait dengan objek sengketa,
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini pihak
Tergugat tidak melakukan tindakan melawan hukum atas SHGB yang telah
diterbitkan. Untuk itu, pihak Penggugat tidak memiliki hak atas objek yang
disengketakan Sehingga di kemudian hari pun, para pihak penggugat tidak
berhak melakukan gugatan kembali atas objek tersebut kecuali memiliki bukti
baru (novum) dalam prosedur Peninjauan Kembali (PK). Selanjutnya, Para
Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding juga harus membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

rupiah).

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dihasilkan, maka dapat dirumuskan

beberapa saran dan rekomendasi, yaitu sebagai berikut :

1.

Dalam hal ini, pihak penggugat seharusnya mampu menelaah secara yuridis
terkait tanah yang disengketakan sehingga tidak asal menggugat. Pihak
penggugat harus lebih teliti dan mempelajari semua dokumen-dokumen yang
terkait.

Meskipun dalam asas Fiksi Hukum bahwa masyarakat dianggap tahu
terhadap hukum namun tetap agar hukum dapat berjalan dengan baik dan
lancar, maka dalam hal ini pemerintah juga memiliki kewajiban

menyebarluaskan ataupun mensosialisaikan melalui surat edaran untuk dapat
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memberitahu masyarakat terhadap peraturan ataupun perundang-undangan
yang telah diundangkan untuk mengoptimalkan tujuan hukum yaitu keadilan,
kepastian dan kemanfaatan. Peraturan ataupun perundang-undangan harus
diketahui dan dipahami masyarakat secara utuh dan sejelas-jelasnya
dikarenakan masyarakat awam tidak secara keseluruhan memiliki
pemahaman yang tetap untuk menafsirkan isi dari suatu peraturan perundang-
undangan yang ada. Masyarakat harus tahu agar paham mengenai aturan, hal
ini bukan hanya memudahkan roda kerja pemerintah. Dengan sosialisasi yang
baik hingga diterima dan dipahami masyarakat. Maka bisa saja ada hak-hak
dan kewajiban masyarakat yang sebelumnya belum didapat maka masyarakat
bisa mendapatkannya. Sosialisasi merupakan bagian dari kewajiban
pemerintah dalam menjalankan informasi keterbukaan publik. Kewajiban ini
sangat jelas sekali diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Publik
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